serving sve::ytbing), t}:e auﬂzor deSCI’IDES the scope of police serv:lcs and polzce
culture. And then, hy: refez’mg 0. researah r@sufts he explams variables that
ragpond for the police performance. Fmall,v this article prowdes a coup]e of
COncepts, 45 4 straﬁegy for changing the Imdoneszan polz’ce cufmre ' -

Ada dua konsep utama yang perlu
terlebih dahulu diklarifikasi dari fopik
ini, yaatu “Budaya (Ktﬂtur) Kepohsm"
dan “Peiayanan Kepohslan” (dampada
menggtmakan istilah Pelayanan Masya-
ra,ka.t) Budaya kep0h51an jika tidak
ditangani ‘secara tepat merupal«:an
galah sabu faktor utama yang sering
mengha,mba,t proses reformasi kepoh~
sian, Konsep budaya kepohsu‘m (pohce
culture) mulai tergali melalui ‘studi
etnog‘ra.fl_k‘ atas pekerjaan rutin kepc-
lisian (1970—a.n) yang mengungka.pkan
seperangkat norma dan nilai-nilai kerja
informal yang beropera,sn. di“pawah
struktur hierarkis’ yang ‘formal dam
orgamsa31 kapohsm (Ghan 1996).

Stuch atas kultur kepohsm,n sea

ma,km mtensﬁ da.lam dua dekade t.er—
akhir, bersamaan denga,n dﬂ«:embang~
kamzya. konsep kultur orgamsa,sa oleh
pakar organisasi Jerome Skolnick
(1978), mlsalnya, dalam buku la.poran
penehtla,rmya yang populer “Justice
Without Trial” mengungkapkan bahwa
kepolisian me_numukka,n deraja,t soli-
daritas kesatuan yang kuat dan berbeda
dengan jenis pekerjaan lain. Manmng
merujuk konsep kultur kepolzsla,n
pada “oore skiils, practices, rules, and
principles of conduct that “are
SJtuaaonaHyapplzed and gensralzzed
rationales and belierfs” (Ghan 1996)

Konsep tersebut menurut Beiner

mencakup, “values, norms, per.spec—
tives and oraft fules tfzat mform po].zcs



“cond ucﬁ ”-CGh' - n*'

perspékm dan aturan-aturan teknis

vangmereka paham: dan percayai yang -

tidak sela:m negatif,

= Konsep b Peia.yanan Kepohsxa,n”
mengandung pengertian yang pada
dasarnya tidak jauh berbeda dengan -

konsep “Pelayanan Masyarakat” yang
biasa digunakan oleh Polri. Tanpa

_mengingkari bahwa seba.gal aparab: s
Tllpemerintahan,

lembaga kepoligian

1996) Dengan demi-

nen- sdulikan’pelanggaran huk
“terjadl- (Muhammad, 1998). Karena
“itu; istilah ini tidak jarang menimbuls

polisi't api’ 3uga 'm1a1—n1}a,1' no'r'ma

masyara.kat sehingga, kurang: mempe«

kan persepsi yang berbeda tentang
‘peranan antara yans melayani (pohsx)
dan yang dﬂayam (wa,rga masyarakat)
(Johnson, 1872).: g :

mce) mengandung pengertla,n vang

menekankan pada subyek (polisi) dan
sekaligus membatasi bahwa layanannya
adalah fjasa” (fungsi) kepolisian. Ini
berarti bahwa pela-
yanan oleh polisi ke-

adalah juga salah
satu unsur pelayan
masyarakat (public
_servant), tetapi
pada Waktu berbi-
cara tentang i;ugas
Polm Jdstilah pela-
yanan masyarakat

pada masyarakai ti-
dak mencakup sega-
la sesuatu yang di-
butuhkan oleh ma-
syarakat tetapi ter- -
batas pada, hal ha.l
. yang berkaitan de-
. ngan fungsx I{ep0~

dapas menimbul:. -
kan pengertian ke-.

liru, karena memberﬂ{an penekanan

pada obyek yang dilayani (mnasyarakat),

tanpa memberikan batasan. pada apa
ya.ng dﬂayam % Jasa kepol_szan) De-
ngan menggunal«:an 1st11ah pelayanan
masya,rakat Polri blsa mﬁunﬁut olsh
setiap warga masyarakat uniuk. me-
la@am segala sesuatu yang mungkm di
luar bidang tugas dan wewenangnya.

Kondlsl demlklan dialami . oleh
kepohszan Amemka Semkat Imsa&nya

yang harus. menghablskan W&l{i’.u dan
ener@nya, yang. seklta.r dua permga.
bagian 4l antara,nya untulr pekerjaan
yang bu.l«:a.n berkaitan dengan tugasnya
yang paling mendasar yaitu penanggu-
langa,n kejaha,tan (Walker 1992).

Istilah tersebut juga disalahpahami
oleh anggota.Polri di lapangan yang
mengartikan bahwa tudas utams
mereka adalah memberikan pelayanan

Ruang Lingkup Pelavanan dan
Tujuan Kepolisianm. . .. . ...

Terlepas dari rumusan peraturan
perundang- undangan yang ‘berla.ku ai
negeri kita, mandat (tuga,s) yang
dibebankan kepada, 1embaga kepohsm
sgjak kelaluramaya adalah menegakkan
hukum (law enforcement) dan “me-
m@hhara” keamanan dan ketertlba,n
umum (public order mamtenance) —
yang terakhir ini, karena dipandang
reaktif ber}{embang menjadi “membina”
( proaktlf) Kalaupun ada tugasﬁt.ugas
lain yang dibebankan kepada, k;epoh—
sian, biaganys itu tetap berkaitan de-
ngan kedua tugas pokok tersebut

Misalnya, pencarian danpenye]amatan
(SAR), penyelesaian pertikaian dan
pemberian suraf izin/keterangan, dan



lainilain: Dengan: demikian.ruang
ngkup peiayanan kepohsmn menca-
_kup kedua biéang tugas tersebut

dan kemud.lan d:niormu_‘iaszkan seca,ra

legal oleh negara,) untu.k kedua tugas .

terse’out :
Dengan msngha.yam iatar bela—.
kang pembentukan: lembaga kepolisian,

- . kitz dapat, mengldentnﬁkaslkanbahwa

harapan masyama&cat yang esensial dari
__penyeienggaran fungm kepohsa,an

hanyaimencakup: (1) timbulnya rasa

aman, dan () adanya: k@pasﬁian Jaur-
Eum; ANamun pert.anggtmg]awaban (ac-
countao;.hty) kepolisian tidak hanya
mencakup:‘apa yang éﬁa.lm}tannya

(produk) tetapi juga “bagaimanamela-

kukannya” (proses). Dalam halini, po-
~ligi harus melaksanakan tugaswtugasnya -
seguai aturan-hukum (terma,suk me-

njunjung hukum-dan hak-hak indi-
vidu). Karena itu aspek ketiga dari

kebutuhan masyarakat adalah, ditegak-
kanbya keadilan, dalam arti perlajkuan:
yveng sama dan-sesuaizhukum-bagi

setiap orang yang dilayaninya. Jika

nagil identifikasi tersebut benar, Polri

dituntut oleh masyarakat untuk me-

nyajikan terutama:(a necessary condi-
tion) layanan yang pads dasarnya, dari:
sudut legalistik, dapat menghasilkan.

ketigs aspek kebutuhan tersebut
Itulah tujuan kepolisian. - i
FPermasalahannya, dalampeialcsa—
naan tugasnya xepolisian tidak hanya
memberikan bantuan atau melayani*
(“support” atau“service”) yang menye-
nangkan tetapi juga melakukan penga-
wasan bahkan dalam keadaan tertentu

' Pembertan bantuan meliputi antara lain:
penjagaan/pemelinaraan . . keamanan/
ketertiban, perlindungan jiws, raga dan
harta benda, pelayanan pengaduan dan
pemberian surat-surat lzin/keterangan. -

mengambil tindakan korekiif (control) :
ya,ng menya.lutkan Eialne Cu neg
dl{.k (1965 BT

Elaane Gmnmmgéi&k (1965
mengomentam karakier: kepohszan
tersebut sebagai berikut : :

“wrhile it 1s -probably Impossible o

. o perform acts. of support. and .con-
trol simulianeously, SUpporE with-

out control is overprotection and

.. invites passivity and depanden W,
' while control” without support I
LR tﬁanqy and mmt;e.s rebel]ion

“Controi" dan’ “Support” merupaka,n
dua karakier fungsi kepohsmn Didain’
pihaky” ‘kepolisian tidak mungkm
berhasil menjalankan tugassuniuk
meneapal fujuanya. tanpa ‘dukungan

' masyarakat #The power-oftheir. pres-

Ligels compomded ofpublic approval
and the justness orthelawmade by the
people, and on'the extent of their pras-
tige which they erjjoy depending their
ability to ‘achieve their ends:.¥ Jelas
dukungan akan datang jika, pertama,
ada: keperca,ya.an masyarakat Keanep-
cayaaan magyarakat akan lehiviika Polri
mampu menyajikan layanan jasa
képolisian dan melalui proses hukum
sebagaimana dikemukakan di gtas.
Redua, dukungan akan datang,
jika kepolisian disenangi oleh masya-
rakab - (dipercayal belum tentu dise-
nangi). Untuk disenangi oleh masya-
rakat, polisi ditunius, dari sudut sosio-
kultiiral, untuk hérperilakusimpatik
dalam melaksanakan tugas mereka.
Dengari demikian aspek kebutuhan
masyarakas yang keempat (a sufficient
condition) yang menjadi tujuan
kepolisian adalah “ditunjukkannya
perilaku simpatik.” Tercakup’ dalam
pengertian ini adalah sikap dan
perilaku arif, sopan, menghargai orang



lain dan menjunjung ;adat. Aspek
keemipatini sering merndominasi opini

pub]zk yang diudarakan melaluimedia-

massa; Wa,la,upun 'sebenarnya bukan

merupaka;a presyarat bagl keberhasx]a,n

Polri.

Keamanan dan Perdamalan) UaM
{1999) dalam penelitiannya di enam

Poida; mengmlgkapka,n ha.l ha.l sebaga.l-

‘berikub;

(1) tmggx T288, mda,k aman masyarakat |

(R)pelayanannya:dipersepsi oleh ma-
wgyarakat justru mempersulit; ..

1 (Z) kehadiran anggota polisi dzrasakan =

oleh sebagian anggota masyara&cat
berkesan mengancam: o

( 4) kecenderungan. “dark number ”
yang cukupbesar;.

(5) tingginya pelanggaran hulmm da.n
~etika oleh anggota Polri;

(8) citra pribadi:anggota. Polri yang
negat;f di mata, masyara&cat

D1 sa;mping 1tu penehtlan tersebut Juga
menyimpuikan: “Jati diri anggota Polri
yvang militeristik, intelektualitas
anggota Polri di lapangan yang rendah,
sikap kerja yang tidak proaktif-dan
kreatifitas yang rendah, orvientasi
tindakan pada keselamatan dan
kelanggengan karir, serta kemandirian
lembaga vang rendah.”:

- Hasil penelitian lapangan pada,
Jjajaran Direktorat Lalu Lintas Polda
Metro-daya (Muhammad, 1998) meng-
ungkapkan antara lain: S
(1):.penegakan hukum terpﬂzh cukup

tinggi (dua pertiga pelanggaran di-
biarkan berlaiu dan hanya se-
persepuluh yang disilang);

(R) bias dalam:penindakan :dengan
cmengistimewakan kenda.ra,a,n dan
pelanggar tertentu; :

(3)stindakan‘yang dlpenga.rulu ﬂ{ap
-pelanggar terhadap poligi;

{4y pungli/penyelesaian dama,l yang
meltbatkan sekitar 90% subyek;

(B):sikap arogan masih dltunjukkan
oleh sebaglan subyek :

Hasﬂ penehtlan tersebut Juga meng»
indikasikan antara lain.: -
(1) ketakutan “mencarl ma,salah”
dengan atasan (intervensi); . ..
(2) tidak-tersedianya keb:ij akan
penegakan hukum yang jelasi:

(3) “reward and pumshmen ¥ yang
tidak kongisten;

(4) salahurus. sumberda,ya. (nnsuse of
-+ PEBEUTCER); - g

(5) dukungan peraiatan dan bzaya
- operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil-kedus penelitian
tersebut di atas -dapat disimpulkan
bahwra; di samping secara organisatoris
Polri kurang efektif dalam menjalankan
misinya, individu anggota Polri masih
menunjukkan perilaku-perilakunega-
tif dalam pemberian layanan-layanan®
vang dapat dlkelompokkan seba,ga,l
:Bél‘lkut :

1. Penyalshgunaan kekuasa.a.n (abuse
of power) .

1 1 pengguna.an kekera,sa.n ya.ng

o melampaui Wawenang (bru-
talty):

1.2 penuntutan imbalan ma,temf

uang, seperitl psmerasgan,

* tidak termasuk pelanggaran hukum dan
perbuatan tercela yang t.ida.k dalam konteks
pelaksansan tugas.



spunglisdans denda. damal

- nalmanar (coruption):

- 2 Kualltas penyajlanlayanan (quahty
E of semce deilvery) -

2 1 Tercela dam sudut morai (hu-
kum) sepertl dlskmmmasx
embiarkan’ pemmntaa.n la-
yahan/pertolongan ataupene:
_gaka,n ‘hukum:tanpa’ alasan
'yang tepa.t d.‘tskrem yang me-

= ulu:r Waktu it
o Patut msesajl{,an darl sudut

Pengubahan Pera.laku Kebudayaan*:

Sasaran pengubahan perilaku Jela.s?

haris ditujukan pada upaya uniuk
mengubah perilaku negatif (sebagai-
mana diuraikan:di atas) menjadi peri-
laku positif. Tetapi karenatelsh men-
jadi kebidsaan, melekat secara umum
dalam kebanyakan layanar kepolisian
(generalisasi), dan bahkan di”benar”
kan oleh masyarakat kepolisian (rasi-
onal); maks perilaku tersebut - dipan-
dang:sebagal subkultur-kepolisian.
Sepertidiklaim oleh U.S. Department
of Justice (1993),setiaplembaga kepo-
lisian memiliki suatu: kulsur; perso-
alannya, apakah kultur tersebut dikem-
bangkan ‘gsecara terarah atau hanya
gekedar berkembang tanpa pertim-
bangan'dan bimbingan. Dengan demi-
kian; upaya pengubahan perilaku tidak
dapat dipandang dan diperlakukan
hanysa sekedar tindakan takiis yang
bersifat parsial dan situasional, tetapl
harus menyangkut upaya pengubahan

‘situasional mavupun potensial.

etslka (sosmkultura.l) sepertl_ _

kulturisecars menyeluruh. (cha.ngmg
police culture).

Perilaku petugas kepoliss,an
diterangkan oleh berbagal fak:tor baﬂk

Faktor gituasional yang: dala,m
prakteknya mempengaruli tindakan
kepolisian &i lapanganbersumber dari
kondisi subyektif yang melekat pada
orangyang sedang dilayani oleh p0h51
(jenis kelamin, status sosial dan sikap/
perilak), disamping juga kond:isu
obyektif berupa keseriusan perma.sa.—
lahan Fang ditangani: (Muhamnad

_1998) Sikap dan perilaku atasan

nyata sangat berpengaruh: pada

an '-f:'p'er aku bawahan: Hasil penelitian
. 'PERF {(Police Executive Research Fo-

rum) mengl_lngkapkan bahwafleader
boih influences and dednflu-
enoced. by polzce practices on the strects”

~(Stamper, 199R). Berkenaan dengan
©itu; halyang perhu mendapat perhaman
“adalahantaralain:

| '( 1) pandangan yang mehhat hubunga,rl

atasan-bawahan bukan:sebagal
hubungan fungsional dan kerja
gama tetapi hubungan struktural
dan hierarkis;

(2) perlakuanterhadap bawahan:(pe-
tugas operasional) bukan sebagal
ipengambil kKeputusan tetapl 1eb1h
-.aebagai pelaksana perintah; :

(3) -atmosfer lingkungan kerja yangti-

‘dak memungkinkan bawahan un-
Hlik berani mengemukakan penda-
“ pat yang berbeda dengan apala.g‘l
mengeritik atasan; :

{(4) penilaian loya,htas secara semp;.t
‘bukan kepada organisasi:dan
misinya, tetapl kepada pribadl
‘pimpinan;

(8} pelaksanaan pengawasan yang
lebih didasarkan atas laporan
bawahan dari hasil pengamatan
langsung atau “cross-check; =



(8): sikap yangcenderung menyenangi
' 1apc>ra,n yang A.‘BS (Asal Bapa,k

' (’? ) ‘cara, pembeman i:ugas yang bers:fat
' memermtah dampada. mendorcmg
(motlvam), S
(8) pemberian ]ayanan kepada pzmpm—
g anyang-bersﬂatberlebman

'.Faki:or lain yang .mempengarm_ pem—
laku dan }s:mema, Polri secara keseluruh-
_ans dapa.t bersumber dari Andividu,

lmgkungan organisasi dan lingkungan

. Sosia,l Muha.mmad 1998 Walker
1992} Ka,rena ity s :

upaya pengubahan -
perilaku yang men-

Jadi-tisik sentralpe-
nentukineria kepoli

- Slanmenuntut suail:;
reformagi total; yang:
sudah barang tentu
harus dilakukan se-

cara gradual (jangka, .
panjang) berdasar-:

hukum dan-mengabaikan reformasi
kultursl ya.ng cenderung meno},a.k
perubahan. ;

Mereka menyaranka ;
upaya pengubahan perilakn dapats
dicapai melalui-redefinisi tugas-dan
pelemnbagsan akuntabilitas. Sernentara,
itu, Brogden dkk. membedakan dua
pendekatan dalam reformasi kepoligian
yaitu “rute- tlghtemng” sebagai garana
pengendalian:diskresi-dan perubahan
budaya informal (Chan, 1996).

~Janet Chan (1896), Profesor pada

.Umvers1ty of: Sldney, yang melakukan

«:5tudi atas pelaksa—
‘nasn reformaa Ke-
polisian New South
‘Wales Australiz me-
ngemukakan bah-
wa-kekurangher-
hasilan reformasi
< terjadi karena ke-
kurangpedulian
-pada aspek kultu-
-ral dalam-organi-
-sasi. Chan mengin-

kan-suatu:rencana
stratefil foo o o

Strateg:. Yang D:.sarankan

Kekurangberhasﬂan upaya. reformam
kepolisian pada sejumlah negara pada
umumnysdisebabkan oleh pengabaian
aspek kultural, khususnya nilai-nilai,
sikap dan norma-normas kerja, Kega-
galan reformasi beberapa badan
kepolisian di Amerika Serikat.pada
pertengahan abad ke-19 diterangkan
oleh pengabaian aspek kultural ketika
merekamencobameniru Metropolitan
Police of London (Stamper, 199%).
McConville dkk memandang bahwa
kegagalan pengubahan perilaku
kepolisian Tnggris adalah karena hanya,
menerapkan reformasi-dalam bidang

tegrasikan konsep
P Bourdleu tentang “field and habitus”
dan konsep 8. Sackmann tentang “cul-
tural knowledge in organization” dalam
mengembangkan ide tentang “chang-
ing police culture. ” Perubahan: “field”
merupakan pengubahan “the way.of
the game,” yang mencakup aspel sosial,
politik, ekonomi dan hukum yang
berkaitan dengarn masalah kepolisian,
Berkenaan dengan reformasi Polri, kita,
baru menyiapkan perubahan per-
aturan perundang-undangan tentang
Polri; sementara komitmen politik dan
kesadaran masyarakat masih-hapus
dibangun dan dukungan anggaran
masgih harus diperjuangkan. . iy
Berkenaan dengan faktor “habi-
us,” Chan merujuk Sackimann yang
mengklasifikagikan pengetahuan kul-



' tura& dalam orga,msasl sebagal bemkut

(1) dzctmnazy]mow]edge whlch pro—
“yides definitions and: la’{}els ofthmgs

" and events within an’ orga:mzamon
(8) direcﬁory]mow.ledge which-con*
e ams descriptlons a.bout “how

ﬁﬁhey A’ i an orgamzatlon -
omatic knowledge, often held by top
“ananagement; constitutesthe foun-
‘dation for the shape and future of
he orgamzatmn .

Darl s}{ema, tersebut tercermm hahwa
pengubahan kultur harus terlebih da-
huhu dilakukan padatingkai. manaje-
men puncak-(axiomatic: knowledge)
yang kemudian-dificuti oleh perubahan-
perubahan lain. Atas dasar. pertim-
bangan tersebut maka perumusan stra-
tegi pelaksaraan reformasi termasuk
reformasi-kuliural ‘begerta’ program-
programnya mutlak diperlukan. Stra-
tegl menyangkut: penentuan: profil
organisasi termasuk visi(siapa kita,dan
ke mans kita akan melangkah), misi,
sasaran;-dan arah: kebijakan untuk
mencapainya {bagaimana melangkah
ke‘sana),yang meliputi hidang orga-
nigasi; personel; anggaman dan opera,—
sional.

Pemikiran strateJ Jk yang berl«:aat—
an:déngan kepentingan perumulsan
strategl sebagaimana diuraikan diatas
pada dasarnya telah-dilakukan Polri.

buku biru “Reformasi- Mernuju Polrl
" pada dasarnya telah

Yang Proissio
meletakkan seperangkat konsepst ten-

tamgreformas:. Polri. Berbagal keblgakan
yang dilontarkan danlangkah-langkah
perubahan ya;ng diambil oleh: Ka,pO}I‘l
o endrai Pol::Drs. Rusdlhardj ), merm-
buat upa;ya Reforma31 Polri sema.km

pada sasaran—sasaranya.ng tepat da,lam
upaya: ‘menata dan membenahimana-
jemen Polri. Namun, kesemuanya itu
perlu kita letakkan ke dalam’ suatu
“framework” yang bersﬁat stratejﬂ{

dalam: tatanan: prociu}c pera.turanf

tulisan dinas sehinggagsegala 1a,ngkah
penjabaran dan penerapa;rmya terarah
pada sasaran dan: tujuan _._:ya,ng
dikehendalki dan terjamin konsistensi-
nya sekarang dan di masa mendata,ng

~Berkenaan: dengan perubahan
liulturai pada ‘kesempatan ini di

: sampalkan sbeberapa. rekomendasl .

sebagal pelengkap dan- bahan kegla,n
lebm iangut iF

(1) I—Imgga saa.t ini }uta masm meng—
- klaimediri sebagai “Kepoligian
-+ Negara,” gsermentara melaluiupaya
reformasi kite hendak menujupada
.. ‘kepolisian yang berorientsi Xepada
.. Tagyarakat. Saya Khawatirbahwa
+-dengan mempertahankan. ‘simbol
- negara, akuntabilitas kita,:her-
utama'para pekerja lapangan akan
«tetap berorientasi ke.ates. Kekha-
-~ watiran tersebut semakin mengualb,
- apabila dikaitkan dengan pedoman
kerja.-polisi (Catur prasetya)khu-
susnya : “ Satya haprabu” dan:Ha-
- nyaken Musuh.”ini-harus ditegas-
- -kan mengingat ‘hahwa reformasi
~kulbural mencakup-apa:yang di
- gebut “metanocia” atau fa fundamen-

. tal:shift of mind” (Stamper, 1993).
(2) Rumusan tugas-{mandat).dan
tujuan (goal) harus benar-benar
»dipertimbangkan kembali, Khusus-
. nyayang berkenaan dengan konsep



k "“pelaya.nan "Apaksh pelayanan it
-'merupakan tuges: (pokok) Yang
' _'berbeda denga.n pembmaan kea:
Inanan/k tertlban dan peniegakan
ukurn atal sifat/pendekatan da-
am’pela.ksana.an kedua tugas po-
ok tersebut. Tujuan dan visi kepoli-
ianijuga harus: dlrumuskan de-

ikan; ‘Sebagai Kompas terutama oleh
petugas opera,smnal dalam menJ a-

vang ditetapkan:

(5) Rantai komando orga.msas1 ha,rus' o

:'d,:n.bua,t sependék mungkin dan,

i daprahy Polres harus ben,a,r~benar
i dlotonormkan Inibukan saja men-
+ eakup alokasl sumber: daya yang

+# rlan Kewenangan yang semestinya,
termasuk kewenangan mengambil
tindakan administratif (pember-
““hentian‘sementara, pemotongan
“gajitdll) terhadap anggota yang
““melanggar- hukumsdan ‘mence-
" markan nama baik ofganisasi:
(4) Dilain pihak; “decentralization of
-'pohce Tesponsibility™ harus 'dila-
“kukenbukan saja kepada satuan
terendahtetapi’juga petugas la-
©pangan; Mereka harug diperlaku-
- 'kan sebagai agen hukum yanginde-
“penden, yang dalam pengambilan
“keputusan penegakan hukum lebih
: bertangglm@awab kepada pimpm—
“annya.
(8)8uatu kebi}a.kan penega.kan hulrum
~periu segera dirumuskan ‘dalam
rangka pengendalian diskresi,
“:sehingga ada aturan main yang
‘jelas yang dapat ‘digunakan oleh
para petugas dalam menerapkan
~ kewenangan diskresinya (Davis,
#1978) . Perlu dijelaskan bahwa
“karena kekosongan kebijakan

jnga.n jelas sehlngga. dapab’ digunas

lankan: misginya menu;u sasara.n '
ejalan dengan kebijakan oteRom

memadai tetapijuga dengan pembe -

(rpersebut; invariabilitas:dalam
penegakan hukum menjadi tinggl
- +’sehingga acapkali dikeluhkan oleh
masyaraXat. tentang Iema.hnya.
skepastian hukum: : :
(6) Berkaitan ‘dengan’ butlr (5) klta
<perlu mempertimbangkan penarap-
“+ran pendekatan PBO (Policing By
Objectives) atau Pemolisian Berda-
= garkan Sasaran (FBS). Konsep dni
pada dasarnya: merupa&&a.n imple-
mentasi daritide: pemberdayaan
- personel dan secara terpadu meren-
s ganakaniserta me\‘mljudkan dan
*-:-.mengevaluam bencapaian sasaran-
"7 ‘gasaran’ (Wmsenand é‘s" Ferguson
11986)." . i
(’?) Sistemn mazwgemen angga.ran periu
v oditinjau kembali sehingga: dapat
menjamin Ketersediaan-dana‘siap
pakal pada level operasionsl.
‘ Sementara itu, distribusi anggaran
harus dijamin mencapai:para
- ‘pelaksana operasional; serta sistem
—pertanggungjawabannya harus di
“buat sesederhana inungkin. Sejalan
~dengan:kebijakan ‘perimbangan
keuangan pusat dan-daerah;, maka.
-anggaran Polri juga harus.diusa-
‘hakan bersumber dari pemermtah
daerah.:
( 8) Suatu wadah bersama antara. pe-
smerintah/Polri-dan masyarakat
“perlu-diadakan: Wadah tersebut
“ bertugas merumuskan kebijakan
T amumdan melakukan pengswasan
“(manajerial dan operasion:Al)
termasuk-atas pengaduan-penga-
dua,n ma,gyara,kat A

Menga&chzm uraian ini, langkah kebi-
jakan yang tidak kalah pentingnya
untuk disambil adalah penerapan prin-
sip manajemen partigipasi. Dalamhal
ini disarankan untuk membuka pelu-
ang keikutsertaan sebanyak mungkin



.p"' f’sone}. Polm _

""'rta, tokoh -—t.okoh?' : k_sternal Mudahan
N permuda iswa. .. cara demikian, kita akan me ki
rian cendﬁnawan dalam proses pen:yu bukan saJa konsep straxegas yang secara
sunan strategi dan konsep masa depan  optimal disepakati dan didukung oleh
Polri . Dalam hal ini Mabes Polri segyod-. semua pihak tetapi juga suatu kebi-
ianya terlebih dahilu: merumuska,n_--?_'_-‘jak_ja_.h-- vang relatif dijamin eksis-
konsepnya dan k,emudia,n mezmnta_ o § :
ta.nggapan lmgkunga.n internal- c’za.n.f:"f
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